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ABSTRACT 

 

Effective development planning is essential for achieving economic and agricultural goals, 
including developing coffee-growing areas. However, research on the role of farmers in this process 
remains limited. This study examines the planning process for coffee-growing area development in 
Bengkulu Province and the extent of farmer involvement in the process. The research was conducted 
in Kepahiang and Rejang Lebong Regencies in 2024, purposively selected as the two largest coffee-
producing regions in Bengkulu. A total of 110 farmers from Kepahiang and 227 from Rejang Lebong 
were chosen through simple random sampling. The study analyzed variables related to the planning 
process, farmer empowerment through data access (including access to information, participation, 
inclusivity, and local institutional capacity), and community perceptions measured using a Likert scale. 
Findings indicate that the government plays a central role as the leading sector in coffee area 
development. Meanwhile, farmer groups primarily propose activities, provide data, and implement 
planned programs. Farmer participation mainly involves data collection and program preparation. 
Meetings provide equal opportunities for farmers to voice their opinions, with no restrictions on 
participation in group activities or discussions with agricultural offices and extension workers. 
Additionally, local institutions, particularly farmer groups, facilitate integrating farmers into the planning 
process. The study highlights the need for more substantial farmer involvement and institutional 
support to improve planning effectiveness and ensure sustainable coffee area development. 
Strengthening collaboration between government agencies, farmer organizations, and agricultural 
extension workers is recommended to enhance decision-making, increase inclusivity, and improve 
long-term development outcomes. Policies encouraging active farmer participation and institutional 
capacity-building will be crucial for achieving sustainable and equitable development in coffee-
growing areas. 
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PENDAHULUAN  

 
Tulisan ini dibuat sebagai bagian dari hasil penelitian yang disiapkan penulis untuk sebuah 

disertasi. Pemikiran awal penelitian ini berangkat dari fakta bahwa belum ada penelitian yang secara 
khusus meninjau peran petani dalam perencanaan kawasan pertanian dan keterlibatan masyarakat 
sejak awal (proses perencanaan bottom-up)a keterlibatan masyarakat mulai dari awal proses 
perencanaan dilakukan (proses bottom up perencanaan) pada perencanaan pembangunan di sebuah 
Kawasan. Perencanaan yang disusun umumnya bersifat top-down, mengikuti visi dan misi pemimpin 
terpilih. Sementara itu perencanaan yang baik dibutuhkan agar bisa sesuai dengan kondisi 
masyarakat setempat karena perencanaan yang baik akan sangat membantu suatu pembangunan 
berencana (Fadlina, et al, 2013) dan pembangunan manusia secara berkelanjutan (Rustiadi. et al 
2009); (Kabul Mahi, 2017). Perencanaan merupakan suatu upaya dalam memilih dan 
menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang 
akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 
untuk mencapai hasil yang di inginkan (Susanto, 2016). Pembangunan merupakan proses yang 

https://doi.org/10.37149/jimdp.v10i1.1818
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.37149/jimdp.v10i1.1818&domain=pdf


Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (JIMDP) 
2025: 10(1):109-119 

 

 
Murtiningrum et al 110 eISSN: 2527-2748 

 
   

 

dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, penanganan 
ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000); (Rustiadi. et al, 2009) 
(Sinurat, 2023). Agar tujuan pembangunan tercapai maka penting adanya perencanaan yang baik, 
perencanaan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan hambatan (Budianta, 2010); 
(Rositasari & Mulyadi, 2022) yang melibatkan semua aktor (Staricco & Vitale Brovarone, 2018); (Liu 
et al., 2020) ; (Zhao et al., 2019); (Spies et al., 2019) dari semua unsur stakeholder bersinergi sesuai 
dengan peran masing masing berdasarkan tugas dan fungsinya (Susanto, 2016), (Oliveira & 
Hersperger, 2018) dan memperhatikan budaya lokal, nilai nilai dan tujuan yang ingin di capai (Flynn 
et al., 2018) dan aspek sosial politik (Chettiparamb, 2019). Keberhasilan pelaksanaan pembangunan 
dan pertumbuhan ekonomi kawasan juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk 
mensinkronkan semua aspek dalam perencanaan yang sistematis dan terukur. Secara sederhana 
perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang perlu dilakukan 
untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2016). Perencanaan melibatkan unsur fakta, tujuan dan 
arah kebijakan. Fakta adalah kondisi saat ini sebagai titik awal yang diperluan dalam menentukan 
tujuan perencanaan.Tujuan merupakan kondisi yang diharapkan tercapai pada kurun waktu tertentu 
dan arah kebijakan merupakan rambu rambu atau petunjuk yang membolehkan atau tidak suatu cara 
dilakukan dalam mencapai tujuan. 

Pembangunan tidak dapat berjalan spontan melainkan melalui proses yaitu perencanaan 
pembangunan. Untuk itu menjadi sangat penting menyusun sebuah perencanaan pengembangan 
kawasan pertanian didalam pembangunan pertanian (Spataru, et al 2020); (Chettiparamb, 2019). 
Penting adanya kebijakan perencanaan yang jelas, agar tidak terjadi persoalan terkait dengan 
kegiatan pertanian, yang dapat memicu fragmentasi tanah, perambahan, dan peningkatan nilai tanah, 
sehingga meningkatkan tekanan pada pertanian yang ada dan untuk memperhatikan kondisi lahan, 
cuaca dan iklim di kawasan yang akan di kembangkan agar dapat menghasilkan produksi yang 
optimal (Murtiningrum, 2019). 

Perencanaan dengan menggunakan pendekatan pengembangan kawasan pertanian 
dimaksud untuk meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing komoditas unggulan nasional, 
efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan. 
Dengan arah pengembangan kawasan yaitu fokus komoditas, keterpaduan kegiatan, lokasi kegiatan, 
pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Penerapan pengembangan 
kawasan pertanian diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas unggulan berbasis 
potensi sumber daya kawasan. Perencanaan yang tepat akan mengarahkan pada tujuan yang 
hendak dicapai serta menimbulkan dampak positif bagi daerah (Barambae, Yuliet Elviseni, 2019), 
(Tarigan, 2016). Hal lain yang menjadi perhatian adalah bagaimana membuat strategi agar tujuan 
yang direncanakan tercapai (Barambae, Yuliet Elviseni, 2019). 

Proses perencanaan pengembangan kawasan pertanian ini, wilayah-wilayah yang menjadi 
lokasi pengembangan kawasan pertanian telah ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Menteri 
Pertanian R.I. No. 830/kpts/R.C.40/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Lokasi 
Pengembangan Kawasan Pertanian Indonesia yang kemudian di perbaharui melalu SK Menteri 
Pertanian .R.I No. 472/kpts/R.C.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Kabupaten 
yang di tetapkan menjadi lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Indonesia untuk Komoditi Kopi di 
Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. 

Berdasarkan studi literatur hasil penelitian mengenai perencanaan pengembangan kawasan, 
seperti pada (Pyrialakou et al., 2019), (Staricco & Vitale Brovarone, 2018) yang menjelaskan 
pentingnya keterlibatan semua aktor dalam perencanaan dan penelitian, (Flynn et al., 2018) juga 
menjelaskan tentang pelibatan masyarakat dengan memperhatikan budaya lokal dan nilai, selain itu 
penting adanya dorongan motivasi publik untuk berpartisipasi dalam perencanaan (Grindsted, 2016) 
(Delitheou et al., 2019). Gyergyay et al., (2019) juga menjelaskan pentingnya pemangku kepentingan 
dalam perencanaan, tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus meninjau bagaimana 
keterlibatan dan posisi petani terhadap perencanaan pengembangan kawasan, serta bagaimana 
persepsi petani pada perencanaan kawasan. Perencanaan pengembangan kawasan kopi telah 
dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, dan telah terjadi juga perubahan paradigma 
perencanaan yang bersifat top down menjadi bottom up. Novelty pada penelitian ini adalah untuk 
menemukan bagaimana keterlibatan dan posisi petani yang ada dilokasi kawasan pengembangan 
kopi dalam proses perencanaan pengembangan kawasan kopi menjadi bagian dari proses bottom up 
ini perlu untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana proses 
perencanaan pengembangan kawasan kopi di Provinsi Bengkulu dilakukan.  
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BAHAN DAN METODE  
 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kabawetan (Kabupaten Kepahiang) dan 
Kecamatan Sindang Dataran (Kabupaten Rejang Lebong), Provinsi Bengkulu, pada tahun 2024. 
Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan dari 9 Kabupaten 
di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong adalah 2 Kabupaten 
Penghasil kopi terbesar pertama dan kedua, Total lebih dari 50% Kopi di Provinsi Bengkulu di 
hasilkan dari 2 Kabupaten ini. Selain itu 2 Kabupaten ini telah di tetapkan berdasarkan SK Menteri 
Pertanian tentang Lokasi Pengembangan kawasan Pertanian Indonesia. 

  Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat di lokasi pengembangan kawasan kopi dalam 
hal ini adalah pemilik lahan kopi, petani penggarap dan buruh tani baik yang tergabung dalam 
kelompok tani kopi ataupun yang tidak tergabung dalam kelompok tani kopi. Metode pengambilan 
sampel dalam penelitian ini ditentukan secara simple random sampling dengan dasar pertimbangan 
populasi relatif homogen yang melakukan kegiatan usaha tani kopi sehingga di anggap representatif 
untuk mewakili populasi petani dilokasi penelitian, dengan penentuan jumlah responden 
menggunakan tabel acak (Sugiyono 2016) dengan derajat kesalahan 5%, maka masing masing 
wilayah kecamatan akan di ambil sampel 227 petani kopi dari Sindang Dataran dan 110 petani kopi 
dari Kabawetan. Selain itu juga dilakukan wawancara secara semi-terstruktur yang mendalam 
dengan pejabat pemerintah yang berhubungan dengan proses perencanaan pengembangan 
kawasan kopi. Responden di ambil dengan metode snowball , untuk memahami bagaimana berbagai 
kelompok dalam masyarakat lokal terlibat pada proses perencanaan ini dilakukan serangkaian diskusi 
kelompok terarah dengan para tokoh masyarakat yang ada di lokasi pengembangan kawasan kopi 
ini. 

Penelitian ini dilakukan terhadap proses perencanaan pengembangan kawasan Kopi di 
tingkat Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Variabel penelitian berupa proses 
perencanaan pengembangan kawasan kopi, pemberdayaan dengan element akses data yaitu akses 
informasi, partisipatif, inklusif dan kapasitas kelembagaan lokal dengan fokus data berupa deskripsi 
informasi mengenai akses data tersebut yang kemudian di fokuskan pada persepsi masyarakat yang 
diukur dengan skala likert kemudian ditabulasi dan di deskripsikan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan data sekunder berupa data data dari dokument, peraturan perundangan, 
peraturan daerah, dan undang undang yang berlaku. 

Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif (Raco, 
2010), (Sugiyono, 2018),(Sarosa, 2021), (Alaslan et al., 2023), analisis kuantitatif menggunakan 
metode pembobotan scala likert. 

Variable data yang digunakan yaitu akses informasi dengan indikator materi informasi, media 
informasi, kemudahan mendapatkan informasi dan kredibilitas informasi. Variabel Partisipatif dengan 
indikator Planning, Organizing, Actuating dan Controling. Variabel Inklusif dengan indikator terbuka 
terhadap keberagaman, toleransi, dan kemudahan berinteraksi, variable kelembangaan lokal dengan 
indikator Ketersedian lembaga lokal sebagai wadah membuat perencanaan, Ketersedian sumber 
daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang perencanaan ketersedian sumber daya manusia 
yang memiliki kemampuan dalam perencanaan. Variabel Pemberdayaan dengan indikator ada 
kesempatan, ada kemauan dan ada kemampuan. 

 
Gambar 1. Analysis interactive model 
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Proses analisa data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan analisis data 
menggunakan model Analysis Interactive dari Miles (Matthew B.Miles, & Huberman, 2013) yaitu 
membagi kegiatan analisa menjadi beberapa bagian pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berikut ditampilkan gambar model “Analysis 
Interactive”: 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Karakteristik Responden 

Karakteristik responden pada penelitian ini dilihat dari kategori umur, jenis kelamin, lama 
berusaha tani, pendidikan dan luas lahan.  

 
Tabel 1. Karakteristik responden 

No Karakteristik Jumlah Persentase 

1. Umur (Tahun) 
Muda; (< 35) 
Sedang ; (35 ≤ X ≤ 55 
Tua; > 55 

 
 29 
287 
 21 

 
 9  

85  
 6  

2. Jenis Kelamin 
Laki Laki 
Perempuan 

 
323 
 24 

 
96  
 4  

3. 
 

Kategori Lama Berusaha Tani (Tahun) 
 4 s/d 17 
18 s/d 31 
32 s/d 42 

 
 95 
228 
 14 

 
28 
68 
04 

4. Pendidikan 
SD 
SMP 
SMA 
S1 

 
117 
145 
 70 

 5 

 
35 
43 
21 
 1 

5. Luas Lahan (Ha) 
Kecil; < 0,5 
Menengah; 0,5 - 1 
Luas > 1 

 
 7 

 94 
236 

 
 2 

28 
70 

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah) 
 
Hasil penelitian yang dilakukan, kategori umur petani kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan 

Kabupaten Kepahiang berkisar dari umur < 35 tahun (usia muda) yaitu 29 orang dari 337 orang 
sampel atau 9% dari keseluruhan petani yang menjadi sampel. Untuk petani yang berumur kisaran 36 
sampai 55 tahun yaitu 287 orang atau 85%, Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani berada 
pada usia produktif. Menurut (Mubyarto, 1986) usia produktif menunjukkan bahwa petani dapat 
optimal dan maksimal berusaha tani sehingga produktifitas kerja juga maksimal. Pada usia ini petani 
memiliki semangat dan tenaga yang kuat untuk menjalankan usaha tani dan cenderung mau aktif 
dengan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi usaha pertanian 
mereka. Pada usia produktif ini, petani aktif dalam usaha tani serta cenderung terbuka dan kritis 
dalam menerima inovasi sehingga dalam kegiatan lebih aktif untuk bisa berpartisipasi dalam segi 
pemberdayaan, mempunyai kemampuan untuk melakukan dan terlibat dalam proses perencanaan. 

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin dari hasil penelitian di ketahui bahwa 96% responden 
adalah laki-laki, dan 4 % adalah perempuan, Hal ini dikarenakan laki-laki umumnya merupakan 
kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, termasuk kegiatan usaha tani 
dan pertemuan-pertemuan pada penyusunan perencanaan laki-laki adalah pihak yang dilibatkan. 
Sangat kecil sekali perempuan yang terlibat dan jikapun terlibat perempuan tersebut adalah 
perempuan kepala keluarga. 

Pengalaman usaha tani, Pengalaman bertani dihitung berdasarkan lama waktu petani 
melakukan kegiatan usaha tani. Pengkategorian dibagi menjadi 3 bagian yaitu kategori cukup 
berpengalaman, berpengalaman dan sangat berpengalaman. Lama berusaha tani untuk cukup 
berpengalaman 28 %, untuk berpengalaman 68% dan sangat berpengalaman dengan lama 32 tahun 
keatas sebanyak 4%. Pengalaman berusaha tani memungkinkan petani mempunyai banyak 
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari tradisi kegiatan usaha tani, mulai dari persiapan 
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lahan, pembuatan teras, penanaman penaung sementara dan tetap, kemudian dilanjutkan pada 
tahap pembuatan lubang tanam, pengisian pupuk kandang kedalam lubang tanam, proses 
penanaman kopi dan dilanjutkan pada proses pemeliharan yang meliputi pemangkasan kopi pada 
tanaman belum berbuah atau belum menghasilkan (TBM), pangkas pemeliharaan lepas panen pada 
saat tanaman sudah berbuah atau menghasilkan sesudah panen.  

Karakteristik pendidikan berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa petani di lokasi 
rencana pengembangan kawasan 35% berpendidikan SD, 43 % SMP, 21% SMA, dan 1 % 
berpendidikan S1, yang menunjukkan bahwa pada tataran pendidikan SMP dan SD dengan kata lain 
masih pada sekolah menengah kebawah. Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi 
pola pikir dan penerimaan seseorang terhadap informasi-informasi baru yang mereka terima yang 
memotivasi mereka terlibat dalam melakukan kegiatan (Marphy & Priminingtyas, 2019). Semakin 
tinggi tingkat pendidikan kecenderungan untuk menerima informasi dan tanggap terhadap suatu 
proses akan menjadi lebih cepat.  
 Sementara untuk luas lahan menurut (Sajogyo, 1977) membagi atau mengelompokkan luas 
lahan menjadi tiga kategori yaitu petani skala kecil dengan luas lahan usahatani < 0,5 ha, skala 
menengah dengan luas lahan pertanian 0,5 – 1,0 ha, dan skala luas dengan luas lahan usaha tani > 
1,0 ha. Setelah di kelompokan hasil penelitian didapatkan bahwa luas lahan 70% diatas 1 Ha, . 
Rentang luas lahan ini masuk dalam kategori lahan luas maksimal, tetapi kondisi yang didapatkan 
hasil produksi belumlah optimal. Hasil pertanian yang belum optimal ini membutuhkan upaya 
pengembangan dan inovasi agar petani mampu menghasilkan produksi yang lebih optimal sehingga 
mampu menutupi ongkos produksi dan dapat memenuhi kebutuhan hidup petani. Inovasi teknologi 
dibutuhkan agar dengan luas lahan yang katagori luas maksimal ini petani mampu menghasilkan 
produksi yang optimal. 
 
Perencanaan Pengembangan Kawasan Kopi 

 Kegiatan perencanaan pengembangan kawasan kopi berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses perencanaan 
pengembangan kawasan kopi. Mereka hanya mendengar bahwa di wilayah mereka akan dilakukan 
kegiatan pengembangan kawasan kopi, materi Informasi yang mereka terima adalah bagaimana 
peningkatan hasil buah kopi dan cara pengendalian hama tanaman kopi, bagaimana cara menanam 
dan melakukan penyetekan serta pemupukan yang baik dan benar. Informasi mengenai 
penyambungan jenis kopi, perawatan tanaman kopi yang menurut mereka penting bagi usaha tani 
kopi mereka. Informasi ini mereka dapatkan dari ketua kelompok baik di sampaikan secara langsung 
pada saat pertemuan bulanan kelompok tani, dengan di dampingi oleh penyuluh pertanian ataupun 
tidak di dampingi penyuluh pertanian. Informasi juga mereka terima melalui pesan lewat whatsapp 
Hp, sesekali melalui pengumuman di masjid. Mereka jarang mendapatkan informasi melalui koran. 
Menurut mereka materi informasi yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan mereka mengenai 
usaha tani kopi yang mereka lakukan, informasi mengenai bahwa ada rencana pengembangan 
kawasan kopi di wilayah mereka yang di dapatkan pada saat kumpul pertemuan kelompok. Informasi 
mengenai harga penjualan kopi yang kadang naik kadang turun, tetapi ada juga yang mengatakan 
bahwa mereka tidak begitu memahami apa perencanaan pengembangan kawasan kopi itu. Ada juga 
yang menyampaikan bahwa informasi yang mereka ketahui berkaitan dengan cara pemupukan, 
penyemprotan, penggilingan dan pasca panen. Perawatan kopi sampai pengolahan kopi dan cara 
membedakan kelas-kelas kopi. Informasi yang dapatkan, mereka percayai kebenarannya, karena 
menurut mereka informasi tersebut berguna untuk peningkatan usaha tani kopi yang mereka lakukan, 
dan menurut mereka secara logika masuk sesuai dengan kondisi dan informasi yang mereka 
dapatkan dari orang yang mereka percaya yaitu dari ketua kelompok, petugas penyuluh pertanian 
dan sesekali dari petugas Dinas Pertanian yang datang berkunjung pada saat mereka melakukan 
pertemuan pertemuan kelompok. 

Menurut Ariaoktafiani, (2024) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan 
langkah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteran masyarakat, Sementara itu 
berdasarkan hasil penelitian dari sisi partisipasi masyarakat keterlibatan langsung dalam pertemuan 
pertemuan yang membahas perencanaan pengembangan kawasan kopi belum ada. Berdasarkan 
hasil wawancara di ketahui bahwa pertemuan kelompok secara rutin setiap bulannya dilakukan, baik 
itu bersama penyuluh pertanian ataupun pertemuan yang hanya di hadiri oleh internal anggota 
kelompok, dan sesekali mendapatkan kunjungan dari Dinas Pertanian bukan dalam rangka 
membahas perencanaan pengembangan kawasan. Diskusi-diskusi yang dilakukan pada pertemuan 
kelompok yang mereka lakukan berupa informasi mengenai harga jual kopi, sosialisasi akan 
dilakukan kegiatan atau adanya bantuan dari Dinas Pertanian, dimana kemudian kelompok di minta 
untuk menyusun rencana kerja kelompok. Pertemuan pertemuan ini juga membahas mengenai cara 



Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (JIMDP) 
2025: 10(1):109-119 

 

 
Murtiningrum et al 114 eISSN: 2527-2748 

 
   

 

perawatan kebun yang baik agar dapat menghasilkan kopi yang banyak berbuah lebat dan harga 
yang bagus. Cara pemupukan dan pemberian obat yang baik untuk pengendalian hama dan penyakit 
tanaman kopi, ada juga informasi mengenai bahwa lokasi perkebunan mereka akan dijadikan pusat 
kopi dan sentral pelatihan anak-anak mahasiswa. Selain itu menurut mereka penting adanya 
informasi mengenai pemasaran kopi. Secara umum mereka biasanya hadir pada pertemuan-
pertemuan kelompok yang sebelumnya sudah disampaikan oleh ketua kelompok jadwal dan lokasi 
pertemuannya. (mendapatkan informasi mengenai rencana pertemuan kelompok). Namun terkadang 
mereka juga tidak hadir dalam pertemuan jika jadwalnya berbenturan dengan kesibukan mereka. 
Kesadaran untuk hadir pada pertemuan kelompok ini menurut mereka penting agar mendapatkan 
informasi yang berkaitan dengan usaha tani kopi yang mereka lakukan. Tetapi untuk pertemuan 
pertemuan diluar kelompok seperti hadir di pertemuan tingkat Kecamatan atau Kabupaten biasanya 
hanya ketua kelompok yang di undang untuk hadir, kecuali ketua berhalangan hadir kemudian 
diwakilkan oleh salah satu anggota kelompok. Secara umum informasi mengenai perencanaan 
pengembangan kawasan kopi tidak mereka ketahui kecuali beberapa orang ketua kelompok yang 
diundang pada pertemuan ditingkat kabupaten pada pelaksanaan Fokus Grup Diskusi yang dilakukan 
oleh konsultan perencana, sehingga dengan dasar ini bahwa mereka tidak mengetahui dan tidak 
memahami tujuan dari proses perencanaan pengembangan kawasan kopi. ”belum ada penjelasan 
mengenai hal ini”, atau ”tidak paham karena belum ada informasi dan penjelasan mengenai hal ini” 
atau ”belum paham karena saya tidak hadir”.  

Pertemuan-pertemuan kelompok yang mereka lakukan pada setiap bulannya menurut 
mereka memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, tidak ada perbedaaan 
apakah mereka masuk dalam kategori mampu, kurang mampu. Tetapi ada juga yang menyampaikan 
tidak mengetahui karena tidak ikut pertemuan kelompok atau sedang tidak bisa hadir pada 
pertemuan kelompok. Pertemuan-pertemuan ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat, 
sejalan dengan di sampaikan Gregolin et al., (2018) Pembangunan sejati terjadi melalui proses oleh 
masyarakat melalui pelatihan, pemberdayaan aktor dan peran agen. Tetapi berkaitan dengan proses 
perencanaan pengembangan kawasan kopi mereka tidak mengetahui, kurang paham karena belum 
ada informasi.  
 
Tabel 2. Element element Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Kawasan Kopi 

No Element Pemberdayaan 
Persepsi Responden (%) 

STS TS CS S SS 

1 Akses Informasi           
  Materi Informasi 1 34 37 17 11 
  Media Informasi 1 27 47 24 1 
  Kemudahan Mendapatkan Informasi 0 31 32 36 1 
  Kredibilitas Sumber Informasi 0 2 32 45 22 

2 Partisipatif     
  

  
  Planning 0 34 50 16 0 
  Organizing 13 38 25 18 7 
  Actuating 13 44 19 17 7 
  Controling/Monitoring dan evaluasi 8 49 26 13 5 

3 Inklusif     
  

  
  Terbuka terhadap keberagaman 0 45 26 26 4 
  Toleransi 3 26 39 22 10 
  Kemudahan berinteraksi 0 5 43 37 15 

4 Kapasitas Kelembagaan Lokal     
  

  
  Ketersediaan lembaga lokal 0 18 39 38 5 

  
Ketersedian SDM yang memiliki Pengetahuan 
tentang perencanaan 

0 17 36 37 10 

  Ketersedian SDM yang memiliki kemampuan 1 19 44 29 7 

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah) 
 
Kelembagaan lokal yang ada berupa kelompok kelompok tani. Melalui kelompok kelompok 

tani ini informasi mengenai pengembangan kawasan kopi disampaikan oleh Dinas Pertanian baik 
secara langsung atau melalui penyuluh pertanian. Terdapat kelompok karang taruna, kelompok 
pengajian, kelompok remaja dan PKK di desa tetapi tidak dilibatkan dalam kegiatan pengembangan 
kawasan kopi. Berdasarkan diskusi dan hasil wawancara kebutuhan untuk pengembangan kawasan 
kopi berupa penyuluhan, modal, bimbingan pemasaran, informasi mengenai pemasaran kopi, bibit 
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unggul, bantuan pupuk, dan rumah jemur, lahan penjemuran (solar drayer), Cara budidaya, 
perawatan, teknik pengolahan lahan dan pasca panen, serta sarana dan prasarana yang menunjang. 
Informasi mengenai pupuk dan subsidi pupuk dan jika ada bantuan seperti pupuk subsidi dan lain 
lainnya. Kebutuhan lainnya berupa pelatihan untuk pengembangan SDM petani, alat pengolahan 
lahan, bimbingan serta kestabilan harga dan adanya pertemuan belajar terkait pertanian kopi.  

Berdasarkan data persepsi masyarakat terlihat bahwa materi informasi yang diterima oleh 
responden cukup setuju bahwa mereka menerima informasi mengenai perencanaan. Media informasi 
yang sering digunakan melalui informasi yang di sampaikan ketua kelompok, lewat Hp, pesan WA 
yang menurut mereka informasi tersebut dengan mudah di terima dan mereka percaya karena yang 
menyampaikan adalah ketua kelompok yang di percaya atau juga melalui Dinas Pertanian sebagai 
pembina. Informasi ini menurut mereka berupa rencana program yang akan dilakukan di wilayah 
mereka, tetapi proses penyusunan tidak mereka ketahui. 

Sementara untuk element partisipatif, ketika mereka mendapatkan informasi maka mereka 
cenderung 50% mau berpartisipasi dalam kegiatan atau mau datang terlibat pada proses jika di ajak 
dan diberitahu, tetapi sejauh ini infomasi proses perencanaan untuk pengorganisasian dan 
pengarahan tidak mereka dapatkan, terlihat dari nilai persepsi partisipatif dengan indikator organizing 
adalah 38% dan 44% tidak setuju untuk indikator actuating. Pengorganisasian dan actuating 
(pengarahan) kegiatan yang ada adalah pada tahap pelaksanaan program, dimana mereka adalah 
sebagai penerima program. Demikian juga pada tahap evaluasi controling terhadap perencanaan 
49% tidak setujui dan mengatakan bahwa mereka tidak terlibat sama sekali pada tahapan ini. 

Kesempatan untuk perencanaan ini tidak semua masyarakat telibat, biasanya hanya 
pengurus kelompok, ketua dan seketaris, dan inipun tidak semua kelompok petani di libatkan, terlihat 
dari hasil penelitian 45% menyatakan tidak setuju proses ini terbuka terhadap keberagaman 
(kebhinekaan), tetapi mengakui bahwa pada pertemuan pertemuan biasanya tolerasi berupa 
menghargai pendapat orang lain telah ada.  

Kapasitas kelembangaan lokal, 39% mengatakan cukup setuju ada kelembagaan lokal di 
masyarakat berupa kelompok tani yang 36 % diakui memiliki pengetahuan dan 44% memiliki 
kemampuan, Potensi ini menunjukkan bahwa dari sisi kemampuan dan keberdayaan masyarakat 
telah ada dan semestinya dimanfaatkan oleh pemerintah dengan melibatkan mereka secara aktif 
pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi sebagaimana di sampaikan Ahmad Sururi & 
Rahmi Mulyasih, (2017) bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk merancang perencanaan 
melalui wadah organisasi 
 
Gambaran Proses Penyusunan Dokument Perencanaan Pengembangan Kawasan Kopi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada informan di dapatkan hasil bahwa 
Program pengembangan kawasan kopi untuk Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang merupakan program yang di susun oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan Pemerintah 
Kabupaten bersifat menjalankan dan mendukung Program tersebut”. Dari informasi yang di peroleh 
saat wawancara di tingkatan pemerintah kabupaten menunjukkan sikap sebagai pelaksana perintah 
atasan (top-down) dan bukan lahir dari permintaan dan kebutuhan di bawah (bottom-up). Sehingga 
kemudian dalam perjalanannya pemerintah provinsi mulai beralih ”isu” dari Komoditi Kopi ke Komoditi 
Sawit karena suport pihak ketiga untuk komoditi sawit ini lebih banyak sehingga saat ini lokus 
pemerintah provinsi beralih ke komoditi sawit, sementara itu petani kopi hanya mampu menunggu 
kelanjutan karena ini adalah ”program pemerintah” (yang akan dilakukan pemerintah dengan kegiatan 
pengembangan kopi) di wilayah mereka. Sehingga ketika program ini tidak mendapatkan support 
pendanaan lagi kegiatan menjadi terhenti. 

Hasil wawancara dengan informan juga di dapatkan informasi bahwa kegiatan berjalan ketika 
ada suport pendanaan, kendala dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah terbatas, sehingga 
mencari suport dana dari Provinsi dan Pusat yang menyebabkan ketergantungan dengan bentuk 
program yang ditawarkan pihak luar yang memiliki dana, Saat 2017 program fokus ke pengembangan 
kawasan kopi, ketika habis program dan isu beralih ke produk lain, maka fokus juga beralih, hal ini 
menunjukkan sangat tingginya ketergantungan dengan pemerintah daerah.  
 Kegiatan pengembangan kawasan kopi di laksanakan oleh leading sektor yaitu pada Dinas 
Pertanian, untuk suport kegiatan dari pusat berupa bantuan mesin peralatan pasca panen. Bentuk 
kebijakan yang dikeluarkan berupa SK Kampung kopi, hal ini merupakan bentuk suport yang di 
berikan pemda setempat karena menurut informan program pengembangan kawasan kopi ini 
merupakan program Pemerintah Provinsi. 
 Pihak-pihak yang dilibatkan pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi menurut 
hasil wawancara dengan informan yaitu Bappeda sebagai mitra, Dinas Pertanian sebagai tim teknis. 
Kelompok tani sebagai pelaksana dan bagian keuangan untuk suport pendanaan.  



Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (JIMDP) 
2025: 10(1):109-119 

 

 
Murtiningrum et al 116 eISSN: 2527-2748 

 
   

 

 Petani dilokasi kawasan pengembangan kawasan kopi dilibatkan dalam proses pelaksanaan 
mulai dari tahapan sosialisasi petik merah, pembinaan kelompok tani, pemilihan kelompok tani 
(CPCL/ Calon penerima calon lokasi) kemudian kelompok tani membuat proposal kegiatan dengan 
disertai RDKK (Rencana Defenitif kerja kelompok) yang di dampingi Penyuluh. Proses ini merupakan 
bagian dari pelaksanaan ketika petani atau kelompok ingin mendapatkan akses dari program yang 
dilaksanakan. Usulan ini disampaikan dari kelompok ke BPP, Kemudian ke Dinas Pertanian baru 
setelah itu kelompok tani mendapatkan bantuan. Sehingga dari temuan di lapangan didapatkan 
bahwa pada perjalannnya tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan untuk suport kegiatan 
pengembangan kawasan kopi ini.  
 Penyusunan perencanaan pengembangan kawasan kopi bersifat teknokratik. Master plan 
disusun oleh tim ahli dari IPB, dengan pendanaan dari Dinas pertanian Provinsi Untuk action plan 
disusun oleh tim ahli dari Universitas Bengkulu (UNIB) dan tim dari Universitas Pat Petulai (UPP) 
dengan pendanaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang dan Dinas Pertanian Kabupaten 
Rejang Lebong. Dalam proses pengambilan data melibatkan petani sebagai sumber data/sumber 
pengambilan data. 

Pada penyusunan Action plan di lakukan FGD, Sosialisasi, dan wawancara kepada kelompok 
tani. Perwakilan kelompok tani menghadirkan ketua dan anggota. Penggalian data dilakukan pada 
saat FGD, sosialisasi dan wawancara. Penentuan perwakilan kelompok yang hadir di dasarkan pada 
keaktifan kelompok berkomunikasi dengan Dinas Pertanian, Penyuluh dan Pemerintah Desa. Tim 
Ahli meminta bantuan kepada Pemerintah Desa dan Penyuluh untuk menentukan perwakilan 
kelompok yang ikut hadir pada FGD.  

Kelembagaan yang dilibatkan adalah Kelompok tani, Kelompok MPIG dan kepala-kepala 
desa diluar OPD terkait. Kenapa kelembagaan ini dilibatkan karena terkait dengan pengembangan 
kawasan, yang menjadi sumber khususnya petani kopi. MPIG; mereka penyokong utama kegiatan 
petani petik merah 
 
Posisi Petani pada Perencanaan Pengembangan Kawasan Kopi 

Petani yang berdaya menurut (Susetiawan, 2000) yaitu petani yang secara politik dapat 
mengartikulasikan atau menyampaikan perwujudan kepentingannya, secara ekonomi dapat 
melakukan proses tawar menawar dengan pihak lain, secara sosial dapat mengelola dan mengatur 
komunitas serta mengambil keputusan secara mandiri dan secara budaya diakui eksistensinya. 
Pemberdayaan petani merupakan suatu startegi yang dilakukan dengan menitikberatkan pada 
bagaimana memberikan peran yang proposional agar petani dapat berperan aktif secara aktivitas 
sosial kemasyarakatan (Anantanyu, 2011) dan tentunya pada program pembangunan dapat berperan 
mulai dari proses perencanaan pembangunan. 
  Pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi telah dilakukan penggalian 
kebutuhan masyakarakat melalui FGD yang dilakukan secara berjenjang dan terpadu di lokasi 
pengembangan kawasan, FGD ini dilakukan dengan didampingi oleh pihak-pihak yang berkompeten 
seperti penyuluh pertanian. Hal ini dilakukan karena keberhasilan pembangunan pertanian bukan 
hanya di tentukan oleh kondisi sumberdaya pertanian tetapi juga ada peran penyuluh pertanian 
(Faqih, 2014). Penyuluh pertanian berperan strategis didalam mendukung program pembangunan 
pertanian pada upaya memberdayakan petani dan sebagai penyambung informasi dari Dinas terkait 
(Pemerintah) kepada masyarakat petani.  
  Petani melalui kelompok tani di berikan kesempatan bersuara (voice) agar mereka memiliki 
kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuai dengan keinginannya. Hal ini sejalan 
dengan di sampaikan oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, (2015). Pada penelitian ini 
ditemukan bahwa keterlibatan petani hanya sebatas sebagai pelaksana program, bukan terlibat dari 
awal proses perencanaan. Dapat di katakan bahwa partisipasi masyarakat hanya memiliki peran 
secara simbolik (Lovrić & Lovrić, 2018). Pemberdayaan kelompok tani diartikan sebagai sebuah 
proses terencana yang berguna untuk meningkatkan skala/updrade utilitas dari objek yang 
diberdayakan dan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi merupakan bagian dari bentuk bentuk pemberdayaan masyarakat sejalan dengan yang di 
sampaikan Andayani, et al (2017). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan 
langkah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteran masyarakat (Ariaoktafiani, 2024) 
sehingga dengan partisipasi aktif diharapkan setiap individu dapat memberikan masukan sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan lokal dan berkomunikasi serta melakukan koordinasi dan komunikasi 
di antara bebagai dalam proses kebijakan (Gugerell et al., 2019) dan kebutuhan. Bentuk lain 
pemberdayaan dalam rangka menempatkan petani sebagai subjek pembangunan antara lain berupa 
memberikan kesempatan kepada petani terlibat aktif pada kegiatan pertemuan penyusunan rencana 
master plan atau action plan mengenai pengembangan kawasan. Informasi bisa di dapatkan petani 
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melalui pihak pertama yaitu OPD Teknis terkait seperti dinas pertanian, bisa juga di sampaikan 
secara langsung pada saat pertemuan pertemuan rutin yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tani, 
bisa juga langsung dari ketua kelompok tani.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN  
 

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penting adanya keterlibatan petani yang lebih kuat dan 
dukungan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan memastikan pembangunan 
kawasan kopi yang berkelanjutan. Penguatan kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi 
petani, dan penyuluh pertanian direkomendasikan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, 
meningkatkan inklusivitas, dan meningkatkan hasil pembangunan jangka panjang. Penting adanya 
kebijakan yang mendorong partisipasi aktif petani dan pengembangan kapasitas kelembagaan untuk 
mencapai pembangunan kawasan kopi yang berkelanjutan dan adil.  Berdasarkan hasil penelitian ini, 
disarankan agar pemerintah meningkatkan keterlibatan aktif petani dalam proses perencanaan. 
Pelibatkan ini bisa dilakukan melalui forum komunikasi rutin antara petani dan pemangku 
kepentingan. 
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